REKONTRUKSI KEBUTUHAN PENGATURAN WHISTLEBLOWER DAN







A. Latar Belakang 
Korupsi merupakan masalah yang telah lama mengganggu stabilitas negara 
hingga menghancurkan sendi-sendi demokrasi sampai saat ini. Korupsi diibaratkan 
telah menjadi budaya yang menjadi bagian dari kehidupan yang tidak dapat 
dipisahkan. Korupsi sudah seperti sistem yang menyatu dengan penyelenggaraan 
pemerintahan, yang mana berarti korupsi akan terus terjadi beriringan selama 
penyelenggaraan pemerintahan. Negara kita memang sudah memiliki peraturan 
khusus yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi ini, namun bukan berarti 
korupsi akan lenyap begitu saja. Para koruptor sangat pintar mencari celah untuk 
terus melakukan korupsi, salah satu celahnya yaitu dengan meamanfaatkan 
kelemahan dari peraturan perundang-undangan lain yang masih berkaitan dengan 
tindak pidana korupsi. 
Transparency International Indonesia (TII) mengumumkan skor Indeks 
Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia pada 
Tahun 2017. Dari skor tertinggi 100, Indonesia berada pada skor 37. 
Indonesia juga menempati peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei di 
seluruh dunia. Angka 37 sama dengan perolehan skor di tahun 2016.1 
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Hal ini menunjukkan stagnasi upaya berbagai pihak, khususnya pemerintah, 
kalangan politisi dan pebisnis, dalam usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi 
di lndonesia.  
Jika dilihat dalam rentang 0 sampai 100, jika 0 itu dipersepsikan sangat 
korupsi dan 100 bisa dipersepsikan bersih dari korupsi, maka 37 bisa dibilang 
sebagai sebuah angka yang rawan. Indonesia masih butuh banyak perjuangan untuk 
mencapai angka rata-rata bersih dari korupsi. 
Jika negara ingin mendapat kemajuan yang signifikan, maka negara harus 
berhasil dalam menangani dan menyelesaikan masalah tindak pidana korupsi di 
negara ini. Tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa, 
yang mana sesuai dengan kategori kejahatannya, maka cara-cara yang dilakukan 
untuk memberantas tindak pidana korupsi di negara ini haruslah dengan cara yang 
luar biasa pula. 
Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa agar penegak hukum dapat bekerja 
dengan maksimal dalam mengungkap dan membuktikan suatu kejahatan, penegak 
hukum tidak bisa bekerja sendirian, melainkan diperlukannya seorang saksi yang 
siap membantu mengungkap kejahatan, dan bersedia memberikan keterangan yang 
sejujur-jujurnya dalam proses persidangan sebagai saksi. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana sangatlah 
vital, yang mana juga karena pengertian saksi itu sendiri, yaitu adalah orang yang 
melihat, mendengar, dan/atau mengalami sendiri dalam terjadinya tindak pidana, 
informasi yang didapat pastilah sangat valid. 
3 
 
Permasalahan mengenai whistleblower merupakan suatu persoalan yang 
sangat tidak biasa dan sekaligus menarik untuk dikaji dalam konsepsi legalisasi dan 
juga regulasinya. Ada perdebatan mengenai apakah seorang whistleblower 
merupakan pelaku tindak pidana atau bukan, apakah mereka merupakan saksi atau 
hanyalah sekedar pelapor biasa yang perlu diberikan reward (penghargaan) dalam 
hal mereka telah membantu mengungkap suatu kejahatan yang tergolong dalam 
kejahatan serius, yang salah satunya adalah tindak pidana korupsi. 
Whistleblower pada umumnya diartikan sebagai orang yang mengetahui 
adanya dugaan kasus tindak pidana yang terjadi di tempat ia bekerja, yang 
kemudian ia menjadi orang pertama yang melaporkan dan mengungkap suatu 
dugaan telah terjadinya tindak pidana tersebut, kepada pihak yang berwajib dan 
berwewenang. Namun, tidak semua orang yang melaporkan tindak pidana tersebut 
dilakukan dengan itikad baik, tetapi tetap tujuan ia melaporkan kejahatan tersebut 
adalah untuk mengungkap suatu tindak pidana yang diketahuinya. 
Perlu diketahui, ketika seorang whistleblower melaporkan adanya dugaan 
tindak pidana yang telah terjadi, ia harus siap menghadapi masalah-masalah yang 
kemungkinan akan timbul akibat pelaporan tersebut, yang biasanya masalah-
masalah tersebut datang dari pihak yang telah dilaporkan oleh whistleblower 
tersebut atau bsas disebut sebagai terlapor. Tidak sedikit seorang whistleblower 
yang seharusnya mereka pantas dinobatkan sebagai pahlawan, namun mereka 
justru menjadi korban akibat pelaporan yang mereka lakukan tersebut. 
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Fenomena yang telah disebutkan di atas, membuat orang-orang berpikir dua 
kali untuk menjadi seorang whistleblower, khususnya dalam tindak pidana korupsi 
yang pada umumnya pelakunya merupakan orang-orang “besar” dan juga penting 
dalam negara ini. Seorang whistleblower sangat rentan terkena serangan-serangan 
balik dari pihak yang telah dilaporkannya. Penyebab teerjadinya serangan-serangan 
tersebut adalah karena perlindungan hukum yang didapatkan oleh seorang 
whistleblower tidaklah kuat dan maksimal, yang dalam hal ini peraturan 
perundangan-undangan yang seharusnya menjadi tameng dari serangan-serangan 
terhadap whistleblower tersebut. 
Sampai saat ini belum ada peraturan perundangan-undangan khusus yang 
mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap whistleblower dalam kasus 
tindak pidana korupsi. Namun, terdapat peraturan yang secara samar-samar 
mengatur mengenai hal tersebut, yaitu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 
jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban. Undang-undang tersebut pada dasarnya mengatur mengenai perlindungan 
saksi secara umum. 
Hakikat whistleblower di Indonesia juga terdapat dalam PP Nomor 71 
Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan 
Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi disebutkan sebagai orang yang memberi informasi kepada penegak hukum 
atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor. 
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Quentin Dempster menyebut whistleblower sebagai orang yang mengungkapkan 
fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya malpraktik, atau korupsi. 
Pada asasnya, whistleblower dapat berperan besar untuk mengungkapkan 
praktik-praktik koruptif lembaga publik, pemerintahan maupun perusahaan swasta. 
Hal ini dikemukakan oleh Abdul Haris Semendawai dan kawan-kawan sebagai 
berikut:2 
“… Peran whistleblower di Indonesia perlu terus didorong, disosialisasikan, 
dan diterapkan, baik diperusahaan, lembaga pemerintah, dan isntitusi 
publik lain. Bagaimana peran whistleblower di Indonesia dibangun dan 
dikembangkan memang membutuhkan waktu dan sebuah proses. Namun 
praktik pelaporan dan perlindungan terhadap whistleblower bukan tanpa 
tantangan. Di tengah minimnya perlindungan hukum Indonesia, seorang 
whistleblower dapat terancam karena laporan atau kesaksiannya atas 
dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi. Pihak-pihak yang merasa 
dirugikan kemungkinan besar akan memberikan perlawanan untuk 
mencegah whistleblower memberikan laporan atau kesaksian. Bahkan tak 
menutup kemungkinan mereka yang merasa dirugikan dapat mengancam 
dan melakukan pembalasan dendam”. 
 
Para whistleblower ini sangat rentan akan intimidasi dan ancaman karena 
status hukumnya tidak diakui. Dalam kasus pidana korupsi, mereka biasanya 
disebut sebagai para pelapor (dikatagorikan saja secara sederhana berdasarkan 
KUHAP). Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justices Reform (ICJR) 
Supriyadi Widodo mengatakan bahwa:3 
”Pelapor atau saksi yang merupakan whistleblower adalah salah satu 
pendukung penting dalam penegakan hukum pidana, khususnya dalam 
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kasus-kasus kejahatan terorganisir. Namun ternyata ancaman terhadap 
mereka masih tetap terjadi.” 
 
Terdapat beberapa kasus yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum 
terhadap whistleblower masih belum maksimal di Indoneisa, yaitu: 
Kasus yang pertama adalah Stanley Ering, ia di penjara karena mengadukan 
dugaan korupsi di kasus Universitas Negeri Manado (UNIMA) ke 
kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan KPK pada tahun 2011. Ia membuka 
kasus dugaan korupsi yang dilakukan Philotus (Rektor Unima). Philotus 
kemudian melaporkan balik Stanley ke Polda Sulut pada 17 februari 2011 
dan kemudian di dakwa dengan pasal 311 KUHP. Pada Tanggal 8 Maret 
2012 ia di putus bersalah dan Pada Tanggal 23 Juli 2013 Hakim Kasasi tetap 
menghukum Stanley 5 Bulan penjara.4  
Kasus yang kedua adalah Daud Ndakularak seorang pelapor Korupsi asal 
Waingapu, NTT. Daud Ndakularak, sejak tahun 2010 berdasarkan 
keputusan LPSK No:R-182/I.4/LPSK/03/2010 merupakan terlindung 
dalam posisinya sebagai pelapor tindak pidana kasus korupsi di Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia. Ia adalah pelapor yang 
beritikad baik  dalam perkara tindak pidana korupsi pengelolaan dana kas 
APBD Kabupaten Sumba Timur TA 2005-2006 yang proses penyidikannya 
telah ditangani oleh kepolisian Resort Sumba Timur dan telah di putus oleh 
Pengadilan Tipikor Kupang. Namun naas, karena statusnya sebagai pelapor 
korupsi, saudara Daud Ndakularak mendapatkan serangan pembalasan. 
Tindak pidana korupsi yang dilaporkannya justru membuat ia dijadikan 
tersangka Saat ini Daud sudah ditahan di Kupang sejak 14 Agustus 2017.5 
 
Persoalan Hukum dalam dua kasus di atas adalah bahwa perlindungan 
hukum terhadap pelapor sangat lemah, dikarenakan peraturan yang ada saat ini 
tidak memberikan perlindungan hukum secara maksimal. Pelapor tindak korupsi 
justru bisa dilaporkan balik atas tuduhan pelapor melakukan tindak pidana juga, 
dalam kasus yang pertama adalah tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah. 
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Padahal pelapor dengan niat baik membuka kasus korupsi yang diketahuinya, yang 
mana hal tersebut justru sangat bagus bagi negara dalam upaya pemberantasan 
korupsi. Di sisi lain, kelemahan peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap 
pelapor tindak pidana korupsi ini berujung pada kinerja Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban (LPSK) yang tidak maksimal dalam memberikan perlindungan 
terhadap pelapor tindak pidana korupsi. 
Dalam ketentuan hukum positif Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP) yang disebut-sebut sebagai karya agung dan merupakan 
salah satu pencapaian tertinggi bangsa Indonesia dibidang hukum,6 telah 
mencantumkan sedikit ketentuan yang sudah memperhatikan hak asasi 
tersangka/terdakwa.  
Hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 108 Ayat (1) KUHAP yang 
menentukan bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan 
dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak 
untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau 
penyidik baik lisan maupun tertulis. Selain itu pada Pasal 117 Ayat (1) 
ditentukan bahwa dalam proses peradilan seorang saksi memiliki hak untuk 
memberikan keterangan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapapun dan 
dalam bentuk apapun.7 
 
Lalu dalam Pasal 166 KUHAP menyatakan bahwa seorang saksi tidak 
boleh diajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjerat. Oleh sebab itu 
berdasarkan uraian diatas di dalam KUHAP, tampak bahwa kedudukan saksi dalam 
hukum acara pidana hanya sekedar memperkuat posisi jaksa belaka guna 
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memperlancar tugasnya mengajukan penuntutan kepada terdakwa. Ironisnya, saksi 
sama sekali tidak dihiraukan keberadaannya sebagai bagian dari pelaku penting 
untuk menuntaskan proses peradilan, apalagi hak-hak pelapor yang bekerjasama. 
Ketentuan dalam KUHAP tidak memberikan garis koordinasi yang 
kolaboratif mengenai perlindungan hukum hak pelapor maupun kepada saksi yang 
bekerjasama untuk mengungkap perkara pidana. Penempatan sebagai pelapor 
tindak pidana (whistleblower) dalam sistem peradilan yang menjadi masalah adalah 
dasar hukum untuk memberikan perlindungan hukumnya. Ketentuannya belum 
terintegrasi dalam satu sistem sehingga belum dapat diterapkan sepenuhnya, oleh 
karena itu masih menimbulkan polemik di antara penegak hukum. 
Selanjutnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 31 Ayat 
(1) menyatakan bahwa dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, 
saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang 
menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan 
kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Hanya hal tersebut yang diatur 
dalam UU Tipikor, perlindungan hukum yang signifikan menyangkut tentang 
perlindungan hukum whistleblower tidak diatur.  
Sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, dalam Pasal 15 menentukan bahwa 
Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap 
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saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan 
mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. 
Berdasarkan pemaparan masalah pada latar belakang tersebut di atas, maka 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul “Rekonstruksi 
Kebutuhan Pengaturan Whistleblower dan Perlindungan Hukumnya Dalam 
Perkara Tindak Pidana Korupsi”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan paparan permasalahan hukum yang dikemukakan di atas, maka 
beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum terhadap whistleblower dalam 
perkara Tindak Pidana Korupsi saat ini? 
2. Bagaimana kebutuhan pengaturan dan perlindungan hukum terhadap 
whistleblower dalam perkara Tindak Pidana Korupsi? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pengaturan dan perlindungan 
hukum terhadap whistleblower dalam perkara Tindak Pidana Korupsi saat ini. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana kebutuhan pengaturan dan 





D. Manfaat Penelitian 
 Penelitian ini pada dasarnya diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal sebagai 
berikut bahwa secara teoritis adalah untuk mengetahui, menambah pengetahuan 
dan membuka wawasan tentang untuk mengetahui, menambah pengetahuan dan 
membuka wawasan tentang whistleblower, bagaimana perlindungan hukumnya, 
dan bagaimana pengaturannya terhadap whistleblower. 
 
E. Metode Penelitian 
1. Metode Pendekatan dan Jenis Penelitian 
 Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan 
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual 
approach), Pendakatan perundang-undangan digunakan oleh peneliti untuk 
menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap whistleblower dalam tindak 
pidana korupsi. Pendekatan konsep digunakan oleh peneliti untuk menganalisis 
konsep-konsep pengaturan terhadap whistleblower terkait dengan perlindungan 
hukumnya dalam tindak pidana korupsi. 
a. Bahan Hukum 
 Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar 
yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut sumber data sekunder. Dalam 




1) Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yaitu: 
a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
c) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 
d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 
2) Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder berupa: 
a) Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan 
yang akan diteliti. 
b) Jurnal-jurnal Hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan 
diteliti. 
c) Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. 
d) Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan 
permasalahan yang akan diteliti. 






2. Teknik Pengumpulan Data 
 Dalam pengumpulan data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 
digunakan teknik Studi kepustakaan yaitu melakukan penelitian dengan cara 
membaca, mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan 
yang terdapat di dalam buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian hukum, makalah-
makalah, artikel-artikel, dan karya tulis serta internet yang berkaitan dengan 
penulisan penelitian hukum ini. 
 
3. Teknik Analisa Data 
 Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara 
mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat 
klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan 
analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian 
hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif 
kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang 
diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke 
dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. 
 
F. Rencana Sistematika Penulisan 
Rencana sistematika penulisan hukum ini akan dibagi dalam 4 (empat) bab, yang 
terdiri masing-masing dari sub bab. Sistematika penulisan ini dibuat untuk 
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memberikan gambaran menyeluruh tentang isi penulisan skripsi ini. Adapun bab 
tersebut yaitu sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini penulis memaparkan tentang gambaran awal penelitian, dan 
menjelaskan permasalahan-permasalahan yang menjadi inti dari tujuan penelitian, 
yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini penulis akan menyajikan teori-teori yang bersumber dari undang-
undang dan literatur yang berkaitan dengan tema permasalahan yang telah 
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Penulis juga menguraikan 
pendekatan secara teoritis mengenai fakta-fakta dasar hukum dan kerangka dasar 
terkait permasalahan yang akan diteliti yaitu Rekontruksi Kebutuhan Pengaturan 
terhadap Whistleblower dan Perlindungan Hukumnya, 
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini penulis akan membahas hasil penelitian yang telah didapatkan untuk 
menganalisis permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah penelitian 
hukum ini. 
BAB IV PENUTUP 
Dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan, serta juga saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan 
rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkaitan. 
